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ABSTRACT
The cheap woman laborers get the extra family income from their side job. They do not enjoy
the law protection, cven they are badly exploited by recetving a very smali income, How does
the law protect and empower them? These two variables would the main issue discussed in this
article.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pernberdayaan Perempuan.

PENDAHULUAN

Sistem  Kerja dengan mem-
bawa pekerjaan ke rtumah para
pekerja atau disebut putting-out
system berlaku di daerah vyang
mempunyai potensi tenaga kerja
terutama perempuan, dan kurang
atau malah tidak ada pekerjaan
vang bhisa mereka lakukan.
Putting-out svstem adalah suatu
sistem produksi vang dilaksana-
kan oleh para pekerja (biasanya
pekerja perempuan, dengan tujuan
mendapat penghasilan  (ambahan
dari iuar rumah) di rumah masing-
masing pckerja. Karakteristik dari
pekerjaan inm1 adalah meripakan
sektor informal, hubungan antara
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lebih menekankan pada perlin-
dungan hukum dan pemberdayaan
perempuan pekerja rumahan. Hal
itu untuk melithat bagaimana hu-
kum telah menempatkan perem-
puan khususnya pekerja perem-
puan dalam posisi yang adil atau
justru dalam posisi yang tidak
adil. Hal itu mengingat struk-tur
pekerjaan yang dilakukan berhu-
bungan secara langsung dengan
hukum, dan terkait dengan upaya
bagaimana memberdayakan pe-
rempuan pekerja rumahan. Hu-
kum adalah  hasil  pergulatan
kepentingan  {sosial, ckonomi,
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H.

politik, dan kultural}) dan men-
cerminkan standar nilai  yang
dianut oleh masyarakat pada saat
atau wakw hukum itu diciptakan.
Menurut Nursyahbani, di dalam
masyarakat  tempat  nilai-nilai
kultura] yang berkaitan dengan
seksualitas  perempuan mencer-
minkan ketidaksetaraan jender,
yvang akan berpengaruh besar
terhadap perumusan bahkan da-
lam pelaksanaan hukum. Karena
nu dapat diduga hukum telah
menempatkan  perempuan  pada
posisi  vang tidak adil (Nur-
syahbani  Kacasungkana, 1999:
69-73). Posisi pekerja perempuan
vang lemah menyebabkan hak-

haknya sebagar pekerja tidak
dapat dinikmati. Karena itu perlu
ada perkuatan (pemberdayaan)

bagi pekerja perempuan rumahan,
supaya hak-haknya sebagai peker-
jarumaban dapat dinikmati,

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut maka penelitian
ini akan terfokus pada dua ma-
salah. Pertama, bagaimana per-
lindungan hukum bagi pekerja
perempuan  rumahan.  Kedua,
bagaimana memberdayakan pe-
Kkerja perempuan rumahan.

L KERANGKA TEORI

Teort tentang Kketidakadilan
dapat dilihat pada bagaimana

sejarah manusia memerangl ke-
tidakadilan sosial vyang telah
melahirkan  analisis dan teori
sosial yang hingga kini masih
berpengaruh dalam membentuk
sistem  kemasyarakatan  wmat
manusia. Misalnya, analisis dan
teori sosial yang dicetuskan olch
Karl Marx., Antonio Gramci dan
Louis Althusser, yang membahas
idcologi dan kultural serta meng-
gugat keduanya, karcna dianggap
sebagai alat dan bagian dar
mereka yang diuntungkan untuk
melanggengkan ketidakadilan. Di
sisi lain, para penganut dan
pendukung mazhab  Frankfurt
telah mempersoalkan metodologi
dan  cpistimologt  positivisme
sebagai salah satu ketidakadilan.
Ilmu pengetahuan yang selama ini
dianggap netral, akhir-akhir ini
oleh para pemikiran paska modern
juga dipertanyakan, karena me-
nurut pandangan mercka, ifmu pe-
ngetahuan bisa dan telah menjadi
alat untuk melanggengkan keti-
dakadilan {(Fakih Mansour, 1996;
14).

Menurut Schuler M., menu-ju
hukum yang adil perin kebijakan
hukum yang memperhatikan tiga
aspek hukum yang saling ber-
kaitan. Pertama adalah isi hukum
(content of the law). Kedua adalah
struktur hukum {structure of the
law). Ketiga adalah budaya hu-
kum  {(culture of the law).
Perjuangan untuk pelaksanaan
hukum yang adil adalah dengan



menargetkan terlaksananya ketiga
aspek hukum tersebut. Hal ini
mengimgat bahwa dengan peru-
bahan content of law, tidak scria
merta memengaruhi structure of
faw atau perubahan cudture of law.

Sebagai contoh, ratifikasi CE-
DAW  (Convention on  the
Elimination  of  all  Form  of

Discrimination Against Women)
ataun penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan)
oleh Indonesia melalui Undang-
Undang No-mor 7 tahun 1984
tentang Ratifikasi Convention on
the Elimination of all Form of
Dis-crimination Against Women,
tidak serta-merta mengubah pan-
dangan diskriminasi masyarakat
terhadap perempuan. Ratitikasi
CEDAW sebagai content of the
faw kalau tidak diikuti pcrubahan
dalam asumsi, keyakinan, dan
bias jender, maka pelaksanaan
hukum atau administrasi hukum
akan terhambat. Demikian juga
apabila ratifikasi itw udak diikuts
dengan  bangkitnya  kesadaran
Jender di masyarakat maupun
ditingkat ~ kebijakan  perlunya
penghapusan  diskriminasi  ter-
hadap perempuan, keadilan hu-
kum tidak akan  terlaksana
(Anonim, 1998: 55-58.).
Pendekatan  positivistis  ra-
tional tidak akan menggam-
barkan the truth about law, karena
hukum  diperlakukan  sebagai
sarana dan harus tunduk pada
yang berkuasa. Hukum tidak
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mempunyal (ujuan sendiri tetapi
lebth difungsikan untuk merasio-
nalkan  kecbijakan  pemerintah,
khususnya kebijakan eksckutif,
Menurut Satjipto dalam ma-
syarakat, penyelesaian masalah
schari-hart {ebih ditentukan oleh
system of relation, bukan relation
benveen  the  rules  (Satjipto
Rahardjo, 1997: tanpa halaman).
Situasi  ini digambarkan oleh
Sampfort Charles dalam bukunya
The Disorder of Law sebagai
masyarakat  yang  dinamakan
Social Melee, vaitu masyarakat
cair yang memungkinkan konflik
dalam institusi, kelas-kelas dan
kelompok-kelompok, disclesaikan
dengan cara masyarakat sendiri
tanpa harus mendasarkan pada hu-

kum yang berlakn atau aturan-
aturan  yang sebelumnya telah

mereka sepakati. Di sini hukum
mencari  jalan  sendirz  dan
mengalir  sesual  dengan  kebu-
tuhan masyarakat tanpa harus
terpancang  pada  yang secara
normatif tertulis (Charles
Sampford, 1989; 159-160},

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini hasil penelitian
yang berperspektif jender. Arti-
nya, penclitian yang berusaha
mengangkat pengalaman dan pe-
ngetahuan perempuan dalam kehi-
dupan bermasyarakat, yang me-
nyangkut pula hubungan jender di
dalamnya. Penelitian ini berharap
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dapat membantu proses penguatan
diri perempuan.

Tujuan penclitian adalzh (1)
memberl pecmahaman  mengenal
hak-hak dan kewajiban pekerja
pergmpuan rumahan, dan perlin-
dungan hukum terhadap mereka,
(2) memfasilitasi pembentukan
kelompok swadaya masyarakat
(KSM)  bersama-sama  dengan
perempuan pekerja rumahan dan
mercka yang mau ferlibat untuk
mencart jalan pemberdayaan bagi
pekerja perempuan rumahan, (3)
hasil penelitian dapat diperguna-
kan untuk menyusun program
vang tidak saja mempertimbang-
kan kebutuhan-kebutuhan praktis
jender tetapi  juga kebutuhan-
kebutuhan strategis jender dalam
perlindungan hukum bagi perem-
puan pekerja rumahan, sehingga
tercapal tujuan akhir yaitu pem-
berdayaan perempuan terutama di
bidang hukum yang menyangkut
hak-hak dan kewajiban, sehingga
dapat mendorong peningkatan
hidup bagi perempuan pekerja
rumahan,

Penelitian  partisipatoris  ini
dilakukan oleh penulis dengan
menggunakan pendekatan kua-
litaif  yaitu  pendekatan vyang
menjelaskan  tingkah laku ma-
nusia melalui analisis makna dan
pendekatan kultural yang beruzpa
ajakan  untuk  menghifangkan
sekal-sekat horizontal, dan bukan
pendekatan politis yang mengu-
tamakan analisa kelas dan tesis

anti-kekuasaan. Pendekatan kul-
tural akan besar dampaknya pada
pencapaian tujuan yaitu pem-
bebasan manusia dari belenggu
kemiskinan kalau dipergunakan
secara tepat yaitu dalam men-
ciptakan manusia yang sadar akan
dirinya secara kultural {Paul
Freire, 1984: 4 dan 21).

Analisis  vang dipergunakan
adalah analisis jender. vaitu suatu
usaha sistematis untuk mencatat
kelaziman atau tingkat partisipasi
laki-laki dan perempuan dalam
suatu kegiatan yang membentuk
sistem produksi barang atau jasa
(Syamsiah Ahmad, [995: tanpa
halaman).

Metode penelitian vang digu-
nakan adalah survei yaitu mela-
kukan observasi ferus menerus
dan studi mendalam. Melalui pe-
nelitian, peneliti selalu mengajak
informan bekerja sama untuk
memperbatki  kehidupan mercka
(Sandra, 1987: 1-3).

. KONDIS1 PEKERJA

RUMAHAN

Penelitian dilakukan di Ke-
lurahan Bandarharjo, vang ter-
letak  di  pantai Utara Kota
Semarang. Bandarharjo terma-suk
satu dari tiga daerah Inpres
Dcarah Tertinggal (IDT) Kota
Semarang. Jarak kelurahan ter-
sebut ke Pusat Kota adalah kurang
lebth 7 Km. Sampel penelitian
mengambil 1 rukun warga (RW)
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yaitu. RW  VII), dengan per-
timbangan di RW VIII ini terdapat
para pekerja rumahan perempuan
dan kelompok dampingan ber-
mukim. Dari 90 kepala keluarga
(KK) dampingan di tiga RW
diambil 30 (tiga puluh) responden
yang selurchnya tinggal di RW
VIIL.  Tiga puluh responden
tersebut terdiri atas 28 ibu-ibu
rumah tangga vang berumur
antara 28 (3 orang) sampai dengan
52 tahun dengan jumlah anak 2
sampai 5 orang dan 2 orang
remaja perempuan berumur 17
tahun dan 19 tahun. Suami para
responden bekerja sebagai tukang
becak, pejual bakso, tukang kayu,
sopir, buruh nelayan, vang
penghasilannya  rata-rata  antara
Rp 200.000,- sampai dengan Rp
400.000.-. Para responden menga-
takan bahwa penghasilan suami
me-reka tidak cukup untuk mem-
biayai rumah tangganya. Karcna
it mereka  harus  mencari
“penghasilan  tambahan™ untuk
mencukupi  kebutuhan  rumah
tangganya. Karena perkampungan
mereka berdekatan dengan per-
umahan mewah “Puri Anjasmo-
ro”, kadang-kadang para istri
mereka  mencari  pekerjaan  di
perumahan mewah it dengan
menjual jasa berupa mencuci,
membersihkan rumah, dan pe-
kerjaan rumah lainnya. Namun
mulai tahun 2000 mereka sulit
mendapatkan pekerjaan  karena
ada ‘pra-sangka’ bahwa pencu-
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rtan-pencurian  yang terjadi  di
rumah-rumah  mewah itu dila-
kukan oleh orang-orang vyang
berasal dari perkampungan
Bandarharjo. Mereka kemudian
menganggur lagi dan peluang ini
di-tangkap oleh sebuah usaha
percetakan dan penjili dan buku
untuk  memperkerjakan  ibu-ibu
tersebut di rumah masing- masing.
Mcreka menerima upah sangat
kecil, yaitv antara Rp. 2000.-
sampal dengan Rp. 5000,- per hari
kerja dan itu  bergantung pada
jumlah dan ketebalan buku yang
dapat dijahil. Penghitungan upah
menjahil buku sebagai berikut:

a. 3 jahitan tiap 50 buku sebesar

Rp. 375,-

b. 5 jahitan tiap 50 buku sebesar

Rp. 650.-

c. 9 jahitan tiap 25 buku sebesar

Rp. 425,-

d. 14 juhitan tiap 45 buku

sebesar Rp. 1200.-

Kalau dihitung upah rata-rata
per jam adalah Rp 500, karena
untuk 50 buku tiga jahitan, 50
buku 50 jahitan dan 25 buku 9
Jahitan  rata-rata  diselesaikan
dalam satu jam, sedang untuk 45
buku {4 jahitan diselesaikan
dalam dua setengah jam. Setiap
dua atau tiga hari sekali mereka
mendapal  pasokan  buku-buku
vang akan dijahit, yang mana
setiap orang rata-rata mendapat
lima sampai scpuluh kali 50 buku.
Setiap 3 hari mereka bekerja
rata-rata 10 jam dengan upah Rp.
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5000, sehingga tiap jam mereka
mendapat upah Rp 500. Upah i
sangat kecil kalau dibandingkan
dengan UMR (Upah Minimum
Regional)  Jawa-Tengah tahun
2080.- yaitu sebesar Rp 153.000,-
per bulan dengan jumlah jam
kerja 40 jam per minggu. Selam
salu bulan mereka bekerja 160
jam dan mendapatkan upah de-
ngan perhitungan UMR per jam
adalah 1/16( x Rp 133.000 =
kurang lebth Rp 900 per jam.
Penghasilan yang sangat kecil
itu tetap diterima olch mereka,
karena mereka tidak tahu lagi
akan bekerja apa  Selamn  Hu
mereka menerima penghasilan itu
juga karcna mercka mengangap
pekerjaan menjahit buku sebagai
pckerjaan sambilan yang ringan
dan schagai pengisi waktu luang
vang mendatangkan penghasilan
sungguhpun  jumlahnya  kecil.
Apabiia kebetulan anak-anak atau
suaminya ikut membantu menjahit
buku, seperti yang dialami cleh
ihu Silah yang mempunyai 3 anak
gadis remaja, sehan 1a  dapat
menerima upanh Rp 5000. Tetapi
kesempatan inl  jarang terjadi,
karcna kalan suaminya vyang
tukang becak atau buruh nelayan,
mereka baru pulung kerumah sore
hari. dan mereka lebih memilih
main gaple (kartu domino) dengan
teman-temannya di gardu kam-
pung. sedangkan anak-anaknya
lebih memilih bermain di luar
rumah, karena rumahnya sangat

sempit yang hanya cukup untuk
tidur. Dari 30 responden, hanya
15 responden yang mempunyai
penghasilan Rp. 35.000,- sampai
Rp. 45.0000,- seminggu. Respon-
den lainnya menerima upah antara
Rp. 9.000.- sampai dengan Rp.
20.000,- semingu. Responden
yang berpenghasilan Rp. 35.000,-
sampai dengan Rp. 45.000.-
seminggu, ternyata yang bekerja
bukan hanya ibu yang menerima
order tetapi dibantu oleh satu atau
dva anaknya.

Kondisi fisik lokasi peneli-tian
adalah  rumah-rumah  kumuh
penduduk di Bandarharjo yang
dilalui melalui jalan-jalan sempit.
Rumah mereka saling berdem-
petan yang telah di “paving block’
yvang ditata dengan bantuan Bank
Dunia. Di samping itu Bank
Dunia juga membanm 3 (tiga)
rumah susun  (rusun). Tiap-tiap
rusun dihuni antara 73 sampai
dengan 150 keluarga. Namun
sebagian besar penghuni rusun
bukan penduduk  Bandarharo,
karena mercka tidak mau me-
ninggalkan rumahnya dan mereka
harus menyewa atau mencicil
harga pembelian rusun. Akibat
pembangunan rusun, sebagian
rumah  penduduk  menjadi  se-
makin kumuh. karcna peninggian
tanah untuk rusun dan jalan
menuju rusun telah me-
nenggelamkan rumah mereka. Hal
itu diperparah oleh air laut pasang



yang  memasuki  ling-kungan
rumah mereka, Selain itu, pada
setiap musim hujan, air dengan
leluasa mengalir masuk ke
rumah-rumah  penduduk  yang
lebih rendah.dari jalan dan rusun.,
Kondisi int memperparah ling-
kungan hunian penduduk. Untuk
mengatasi air masuk, penduduk
meninggikan lantai rumah, namun
usahanya makin mempcrparah
kondisi rumah, karena rumah
mereka menjadi pengap akibat
atap rumahnya tidak ditinggikan,
Penduduk mcrasakan  hidup
seperti  katak. karcna  pintu
rumahnya menjadi jendela dan
mereka masuk ke dalam rumah
dengan cara mclompat. Rumah
mereka berdempetan satu dengan
lainnya dan tanpa ada halaman di
depannya. Luas masing-masing
rumah mereka antara 25 m’
sampai dengan 30 m? yang dihuni
oleh 3 sampail 7 anggota keluarga,
Jalan-jalan lingkungan dengan
lebar 2 meter yang telah di paving
memisahkan deretan rumah  kiri
dan kanan.

Untuk membantu  penduduk
dalam mengatasi banjir di ling-
kungannya, Bank Dunia mem-
biayal proyek pompanisasi, yaitu
pemasangan pompa-pompa air di
lingkungan penduduk untuk me-
mompa air dari lingkungan
penduduk ke wilayah luar ling-
kungan penduduk. Namun proyek
pompanisast ini  juga belum
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efektif mengurangi  banjir  di
daerah ni.

VI.HAK-HAK PEREMPUAN
PEKERJA RUMAHAN
DALAM HUKUM

Seperti  disebutkan  bahwa
hukum adalah pergulatan  ke-
pentingan  (sosial,  ekonomi,

politik, dan budaya) dan men-
cerminkan standar nilai  yang
dianut masyarakat saat hukum itu
diciptakan.  Apabila di  dalam
masyarakat masih berlaku
nilai-nilai ketidaksetaraan jender,
maka hukumnyapun  menunjuk-
kan ketidakudilan jender.

Teori di atas dapat ditemukan
sccara empiris pada pcrempuan
pekerja rumahan di Bandarharjo.
Dari  hasil penelitian, stereotip
yang berlaku bagi mereka adalah
mcrcka perempuan, ibu  rumah
tangga, dan pencari nafkah tam-
bahan. In1 mcnyebabkan mereka
men-dapatkan perlakuan tidak adil
dari para pemberi kerja. Hal ini
terungkap dari para pemberi kerja
dan ibu-tbu yang mengerjakan
pekerjaan rumahan di rumahnya
sendiri. Ibu-ibu pekerja rumahan
menyatakan bahwa pekerjaannya
hanya pekerjaan sambilan, seka-
dar untuk mengisi waktu luang,
dan  hasilnoya  untuk  jajan
anak-anak. Mereka sama sekali
tidak merasa bahwa tenaganya
scdang  dieksploitasi bahwa
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kegiatan produktif mereka dinilai
schagar  kegiatan  reproduktif
karena  dikerpakan di  rumah
sehingga wajar kalau imbalannya
(sama dengan istilah pemberi
karja untuk upah) keccil. Pendapat
ini pun didukung oleh suvami dan
anggota kcluarga mereka yang
mengatakan bahwa pekerjaan 1tu
hanya pekerjaan rumah yang
ringan (domestikasi). Jadi wajar
kalau upahnya rendah, dan
mereka menerimanya.

Demikian juga para pemberi
kerja mengatakan bahwa peker-
jaan itu ringan, sesual dengan
“kodral” perempuan untuk me-
ngerjakan pekerjaan rumah
(domestik), jadi wajar kalau
imbalannya kecil. Mereka me-
makai istilah “imbalan™ dan tidak
memakai istilah “upah”, karena
memang tidak dianggap sebagai
upah vang harus sesuai dengan
ketentuan hukum. upah meini-
mum  provinsi (UMP}.  Para
pemberi kerja juga menga-takan
bahwa pekerja rumahan bukan
buruh/pekerja, schingga tidak ada
ikatan kerja dengan pemberi kerja,
karena dalam hal pekerjaan,
apabila para pekerja rumahan mau
bekerja maka  mercka  bisa
mengambil jatah pekerjaan, seba-
liknya apabila mercka tidak mau
mengambil pekerjaan maka tidak
ada kewajiban apa-apa bagi
mercka, Karcna itu konsckuensi
majikan terhadap burub juga tidak
ada, misalnya jaminan sosial,

jamman kesehatan, dan tun-
Jangan-tunjangan lain scperti hak
scorang buruh.

Setahun sekali, pada waktu
Hari Raya Lebaran, mereka
mendapat sirup satu botol dan roti
kira-kira seharga Rp 5000,- (Ilima
ribu rupiah). Ketua ke-lompok
pekerja perempuan rumahan yang
membagl pekerjaan pada para
pekerja perempuan mengatakan
bahwa pemberi kerju memberi
uang pada ketua kelompok dan
ketua kelompok yang membeli-
kan barang untuk dibagikan pada
parz pekerja perempuan rumahan.
Masih menurut ketua kelompok,
rencananya pada Hari Raya, 10
pekerja  perem-puan  rumahan
yang sudah bekerja 7 tahun
sampal 10 tahun akan diajak
bertamasya bersama-sama dengan
‘buruh’ pabrik percetakan buku
agenda dan buku pramuka yang
menjadi pemberi kerja  pekerja
perempuan tumahan. Di antara
para  buruh terschut  adalah
anak-anak gadis dar1 para pekerja
perempuan rumahan. Para buruh
percetakan  tersebut  menerima
upah Rp 5.000 per hari.

Menurut Undang-Undang No-
mor 14 Tahun 1969 1ientang
Ketentuan-ketentuan Pokok Me-
ngenai Tenaga Kerja yang ke-
mudian diganti dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang  Ketenagakerjaan,  ke-
mudian  terakhir diganti lagi
dengan Undang-Undang Nomor



13 Tahun 2003 tentang Ke-
tenagakerjaan,  Tenaga  Kecrja
adalah tiap orang yang mampu
mclakukan pekerjaan  baik  di
dalam maupun di luar hubungan
kerja, guna menghasilkan barang
atau  jasa untuk  memenuhi
kebutuhan  masyarakat. ~ Setiap
tcnaga kerja berhak mendapat
perlindungan keselamatan, Kese-
hatan, dan kesusilaan.  Dari
ketentuan tersecbut maka alasan
pemberi kerja tidak memberikan
hak-hak pekerja rumahan sama
dengan ‘buruh” di pabriknya
menjadi tidak relevan. Di samping
itu kenyataan juga menunjukkan
bahwa antara pemberi Kerja dan
perempuan pekerja rumahan ada
hubungan kerja, yaitu pada waktu
membag: jatah pekeriaan selalu
didahulukan yang sudah bckerja
febih dari tiga tahun karena
mereka sudah terampil dan sudah
membuktikan  bahwa  mercka
dapat dipercaya, Dalam hal itu,
yang penting adalah adanya
penyerahan pekerjuan dan penga-
kuan lamanya mereka bekerja
maka telah ada ikatan hukum
schingga  timbul  hak  dan
kewajiban baik bagi pemberi kerja
maupun  penerima  pekerjaan
(perempuan pekerja rumahan).
Mengapa dalam kenvataannya
para perempuan pekerja rumahan
tlu tetap dikatakan tidak mem-
punyai hubungan hukum dengan
pemberi kerja? Jawabannya ada-
lah kembali pada teori di atas
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bahwa hukum adalah pergulatan
kepentingan  sosial,  sehingga
rakyat kecil vang tidak mem-
punyai akses ke kebijakan hukum,
sehingga mereka tidak  akan
diuntungkan dalam rumusan dan
pelaksanaan  hukum.  Apabila
secara ¢Ksplisit perempuan  pe-
kcrja rumahan (yang femah) diru-
muskan dalam hukum, maka
pemberi kerja (yang kuat) baru
mau mengakul adanya hubungan
hukum, karena biasanya mereka
atau pembert kerja (yang kuat)
berlindung dalam hukum formal.
Selama ini aturan tentang me-
kanisme kerja dan upah, misalnya
ketentuan tentang  lamanya me-
nyelesaikan satu paket pekerjaan,
berapa upahnya,  kapan  upah
tersebut diterima pekerja, kualitas
pekerjaan yang dituntut (misalnya
mengenai  barang rusak  atau
hilang, dan barang yang harus
diganti) ditcntukan secara sepi-
hak oleh pemberi kerja. Pem-
bayaran upah dari pekerjaan yang
sudah sclesai dan diserahkan oleh
pekerja ke pemberi kerja adalah
tidak  menentu.  Kadang-kadang
pemberi kerja langsung memba-
yarnya, tetapi yang sering terjadi
adalah pekerja menunggu sehari
atau dua hari untuk menerima
upah. Demikian yang dialami oleh
perempuan pekerja rumahan, yang
penulis teliti.

Para pemberi kerja mengata-
kan bahwa bekerja dengan ibu-ibu
di kampung-kampung tidak per-




ERA HUKUM NO. I/TH. 14/SEPTEMBER 2006

nah mengalami kesulitan apapun.
Mereka udak banyak menuntut
dan setia. Mereka yang rata-rata
sudah bekerja 8 tahun sampai 10
tahun adalah perempuan pekerja
yang ulet dan  mempunyai
ketahanan tubuh yang baik. Ini
terbukti  pada  waktu  banyak
pesanan  buku  mereka juga
mampu  menyelesaitkan  dalam
waktu yang relatif singkat. Dari
kenyataan perfakuan dan pan-
dangan pemberi kerja terhadap
perempuan  pekerja  rumahan
tersebut, ternyata  perempuan
pekerja rumahan tidak berdaya
dalam mengontrol sumber daya
malcri maupun non materi yang
penting. Selain itu, mereka masih
lerpengaruh  dengan  lingkungan
masyarakat yang masih kental
dengan budaya subordinasi jender
vang terstruktur  dalam  sistem
sosial ekonomi yang  tidak
cgaliter.

Dalum masyarakat yang tidak
cgaliter dan bias jender, terjadi
dikotomt mengenar kegiatan pro-
duksi dan kegiatan reproduksi.
Kegiatan  produksi  dikaitkan
dengan kerja upahan di sektor
publik dan ini menjadi bagian
laki-laki. Adapun kegiatan re-
produksi dikaitkan dengan keria
tanpa upah di sektor domestik dan
in1 menjadi bagian perempuan.
Ideologi inm yang sampai sekarang
menjadi  landasan  berpikir bagi
para pengambil keputusan baik di
tingkat pemerintah maupun ma-

syarakat baik di bidang sosial,
ekonomi, budaya maupun hukum.
Sebagai contoh organisasi-
organisasi bentukan pemerintah
Orde-Baru yang sekarang masih
eksis  seperti  PKK (Program
Kesejahteraan Keluarga), sung-
guhpun namanva program tetapi
mempunyai struktur organisasi
dari  tingkat Pemerintah  Pusat
sampai Pe-merintah Desa. Contoh
lain  adalah Dharma Wanita
(organi-sasi istrl pegawai negerti),
Dharma Pertiwi (organisasi 1stri
tentara)  yang dengan  satu
komando dari Pusat. organisasi itu
dapat memobilisasi perempuan-
perempuan  anggotanya  untuk
melaksanakan  program-program
pemerintah  (misalnya program
kesehatan, pendidikan. dan gizi)
secara prodeo. tanpa upah, yang
berarti ibu-ibu tersebut menjads
sukarelawan yang dipaksa.

VII. PENINGKATAN

PENDAPATAN PEREMPUAN
MELALUI
PEMBERDAYAAN
KELOMPOK
MASYARAKAT
Sclama penelitan berlang-
sung, peneliti mengikuti tim Lem-
baga Pendamping Usaha Buruh
Tani dan Nelayan (LPUBTN) ser-
ta Lembaga Sosial Masyarakat
(LSM) mendampingi kelompok
keluarga di RW VIII yang men-
jadi responden penelitian. Pende-

SWADAYA
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katan pertama adalah pemben-
tukkan kelompok melalui pintu
masuk  anak-anak  dampingan
dengan memberikan tambahan
gizi bagi anak-anak balita dan
pemberian ,bca siswa bagi anak-
anak SD dan SMP. Karena idco-
logt perempuan sebagai ibu rumah
tangga dan bertanggung jawab
pada pendidikan anak-anak, maka
yang perluma-tama tertarik masuk
kelompok adalah ibu-ibu untuk
mendampingl  anak-anak  balita
dan yang menerima bea siswa.
Bapak-bapak baru tertarik mengi-
kuti pertemuan keclompok setelah
dalam pertemuan dibentuk usaha
bersama (UB) sesuai dengan ke-
mampuan kelompok melalui pem-
berdayaan kclompok keluarga.
Setelah setahun didampingi ter-
bentuklah  kelompok  swadaya
masyarakat {KSM) berdasarkan
pembagian RT. Pemberdayaan
kelompok mclalui proses spiral
sebagai berikut:
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Penjelasan: peneliti bersama-
sama dengan kelompok menggali
pengalaman ritl para anggota ke-
lompok sampat ditemukan ham-
batan dan polanya. Kemudian pe-
neliti mencari informasi atau ke-
terampilan yang dibutuhkan untuk
mengatasi hambatan yang ada.
Setelah mendapatkan  informasi
atau keterampilan vang dibutuh-
kan, lalu peneliti coba menyusun
perencanaan, kemudian perenca-
naan tersebut diimplementasikan.
Selanjulnya penelitian kembali ke
pengalaman kelompok dalam me-
ngimplementasikan informasi atau
skil tersebut, dan mulai lagi de-
ngan siklus yang baru. Demikian
selerusnya.

Proses spiral ini dapat mem-
bentuk kelompok yang mempu-
nyai kekuatan informal vang ter-
bagi rata di antara para anggo-
tanya. Demikian juga informasi
tentang kontrol informal dengan
mudah sampai pada para anggota

PROSES SPTRAL

Perencanaan

F

y

secara merata, se-perti tcori
Close-Knit--Group dari
Eliickson  (Ro-bert C.
Ellickson, 1991: 177-178).

Ternyata dengan proses
spiral dapat menumbuhkan

_ penguatan pada kelompok
Mulai dengan
P enga]am’; o MC“““I‘”ka“ dan dalam keluarga karena
rakyat pota mercka merasakan lang-
sung hasil kebersamaan da-
lam kelompok, yaitu -
Percncanaan PoX, ¥ bsa

hia-usaha kecil yang modal-
nya dapat meminjam dari

usaha bersama (UB) yang
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mereka aiur dengan aturan sendiri
vang discpakatt dalam kelompok
dan dirasakan  menguntungkan
kelompok  (close-knit  group).
Usaha kecil yang telah mercka
lakukan seperli pembuatan ban-
deng presto, telur asin, kerupuk,
menjual bakso. mie ayam, dan
kerupuk rambak. Hal yang lebih
penting mereka juga mulai me-
ngusulkan perbaikan sistem kerja
pada pemberi Kerja dengan pem-
bertan bonus bagi mercka yang
telah bekerja lebith tiga tahun.
Sungguhpun sampai penelitian ini
sclesal belum ada hasil dar usulan
tersebut, tetapt tindakan para pe-
Kerja perernpuan rumahan mengu-
sulkan sesuatt untuk menuntut
hak-haknya sebagal pekerja, me-
rupakan suatu prestasi tersendirt.

KESIMPULAN

. Penghasilan perempuan  pe-
kerja rumahan memang me-
nambah pendapatan keluarga.
Numun bersamaan dengan itu,
perempuan pekerja rumahan
dicksploitasi dengan menger-
Jakan pckerjaan ‘ringan’ yang
memakan waktu panjang, pa-
dahal itu merupakan langkah
kecil  dart  seluruh  proses
produksi dengan upah murah.
Perempuan pekerja rumahan
tidak merasa dirugikan karena
merasa pekerjaan yang dilaku-
kannya hanya sebagai pcker-

ta

jaan sambilan untuk mengisi
waktu luang.

Perempuan pekerja rumahan
tidak mengubah posisi perem-
puan dalam keluarga sebagai
makhluk domestik.

Hubungan antara pembert ker-
Ja dan perempuan pekerja ru-
mahan bersifat scpihak karena
semua syarat-syarat kerja di-
tentukan oleh pemberi kerja,
sehingga kedudukan perem-
puan pekerja rumahan sangat
lemah dihadapan pemberi ker-
ja.

Terjadi  segregasi  Kerja  di
mana pekerjaan yang membu-
tuhkan keterampilan tangan,
ringan, dan membosankan
adalah pekerjaan perempuan,
Selama ini hukum sulit men-
jangkau pekerja  perempuan
rumahan, karena hukum sen-
diri seksis. diskriminasi terha-
dap yang lemah dan tidak
mempunyai akses ke kebijak-
an hukum.

Penggunaan perempuan pe-
kerja rumahan sangat me-
nguntungkan pengguna, kare-
na tanpa dilandasi hubungan
kerja yang menguntungkan
kedua belah pihak dan me-
nghindarkan tanggung jawab
hukum pember: kerja sebagas
majikan terhadap buruh.
Belum adanya kemauan baik
dari pemerintah / Departemen
Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi untuk melindungi peker-
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ja perempuan rumahan meski-
pun  Kenyvataannya mereka
memberi sumbangan penting
dalam proses produksi dan
penghasilan keluarga.
9. Pemberdayaan melalui kelom-
pok keluarga perempuan pe-
kerja rumahan sangat berman-
faat untuk meningkatkan po-
sis1 perempuan pekerja ru-
mahan dalam ranah domestik
maupun ranah publik.

IX. REKOMENDASI
Sungguhpun riset aksi int
belum selesai, beberapa rekomen-
dasi dapat dikemukakan:

1. Pemberdayaan pekerja perem-
puan rumahan terkait dengan
pemberdayaan keluarganya.

2. Pembagian kerja secara sek-
sual menjadi landasan berfikir
baik pember1 kerja maupun
pckerja perempuan  rumahan
sendiri sehingga perlu adanya
penyadaran jender bagi pe-

rempuan  pekerja  rumahan,
para pemberi kerja maupun
masyarakalt.

3. Hukum yang scksis tidak da-
pat dimanfaatkan dan sangat
merugikan perempuan pekerja
rumahan karena masih ken-
talnya ideologi jender yang
dianut oleh masyarakat, peme-
rintah, dan pemberi kerja
sehingga apa yang sebetulnya
merugikan perempuan pekerja
rumahan dan tidak adil di-
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anggap wajar saja. Perlu ada-
nya kemauan baik dari peme-
rintah, para wakil rakyat ter-
utama dalam kebijakan hu-
kum yang tidak seksis, yang
didukung sampai ke pelak-
sanaannya dan diikuti dengan
bangkitnya kesadaran jender
di masyarakat maupun di-
tingkat  kebijakan tentang
perlunya penghapusan diskri-
minasi lerhadap perempuan,
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